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KATA PENGANTAR

uji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena SPEK-
PHAM telah berhasil menyelesaikan penulisan buku Pedoman

Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gen-
der dengan HIV AIDS di lembaga penyedia layanan. Pedoman ini
berisi tentang prinsip prinsip dan standart penanganan berdasar-
kan hukum internasional dan nasional.

Perempuan dengan HIV AIDS (PDHA) sangat rentan mengalami
kekerasan berbasis gender yang berlapis dari pasangan, keluarga
dan masyarakat. PDHA juga sangat rentan mendapatkan stigma
dan diskriminasi karena status kesehatannya. Situasi kekerasan
ini di respon dengan baik oleh organisasi komunitas lkatan Per-
empuan Positif Indonesia ( IPPI ) dengan menyiapkan personil di
lapangan untuk merespon situasi kekerasan yang terjadi di lebih
25 provinsi di Indonesia yang kemudian menghungkan korban
kekerasan dengan lembaga penyedia layanan kekerasan yang
terdekat.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat
pada tahun 2019 terdapat sebanyak 4 laporan kekerasan pada
perempuan dengan HIV, dan pada tahun 2020 sebanyak 204
(Catahu Komnas Perempuan, 2021). Keberanian PDHA untuk
melaporkan kekerasan yang dialami harus mendapat apresiasi dan
dukungan dari lembaga penyedia layanan dengan baik.

Kami berharap Pedoman ini dapat digunakan oleh lembaga
penyedia layanan untuk meningkatkan pengetahuan, dan kapasi-
tas pendamping, agar memiliki pengetahuan mendalam tentang
kebutuhan penanganan PDHA korban kekerasan berbasis gender.
Kami juga berharap lembaga penyedia layanan memiliki me-
kanisme penanganan kasus di internal lembaga yang mengakomo-
dir kebutuhan - kebutuhan khusus PDHA koran KBG.

Kami ucapkan terimakasih kepada UN Women atas dukungan-
nya kepada SPEK-HAM dalam program Penguatan Lembaga
Layanan untuk Perempuan Korban Kekerasan dan Mekanisme
Rujukan, serta Integrasi dengan Layanan HIV AIDS. Kami juga
mengucapkan terimakasih kepada mitra program yang terlibat aktif
dalam program yang kami jalankan diantaranya lkatan Perempuan
Positif Indonesia (IPPI), UPTD PPA /P2TP2A, dan lembaga penye-
dia layanan dari masyarakat anggota Forum Pengada Layanan
(FPL). Semoga Pedoman ini dapat berkontribusi terhadap upaya
memperkuat kualitas lembaga layanan dalam penanganan PDHA
korban KBG.

Surakarta, 20 September 2021

Rahayu Purwaningsih
Direktur SPEK-HAM
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A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan data triwulanan Kementerian Kesehatan Rl tentang HIV AIDS menunjukkan
bahwa perempuan secara konsisten (terus menerus) merupakan sepertiga dari kasus HIV baru
di Indonesia. Kerentanan perempuan terhadap HIV terlihat jelas dalam proyeksi HIV hingga
tahun 2020 yang menunjukkan perempuan yang bukan kelompok populasi kunci sebagai sub
populasi dengan tingkat penularan tertinggi. Kementerian Kesehatan RI, telah merelease data
yang memperlihatkan 37% infeksi HIV baru terjadi pada perempuan berisiko rendah di Indo-
nesia, seperti ibu rumah tangga (Laporan Triwulanan Kemenkes RI, MoH, 2019). Faktor risiko
HIV AIDS terbesar adalah heteroseks yaitu sebesar 70%. (Ditjen P2P, Sistem Informasi HIV
AIDS dan IMS /SIHA, 2019).

Para perempuan yang hidup dengan HIV AIDS atau PDHA banyak mengalami berbagai ben-
tuk kekerasan berbasis gender (KBG). Baik kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan
perdagangan perempuan. Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Anti Ke-
kerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pada tahun 2020, tercatat ada lonjakan
besar kasus kekerasan berbasis gender terhadap PDHA. Dari 4 kasus di tahun 2019, mening-
kat menjadi 203 kasus di tahun 2020. (Komnas Perempuan, Catatan Tahunan, 2021).

Laporan pendokumentasin kekerasan terhadap perempuan dengan HIV AIDS, Ikatan Perem-
puan Positiv Indonesia (IPPI), tahun 2012, menemukan 4 kategori kekerasan berbasis gender
yang sering dialami oleh perempuan dengan HIV AIDS, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikis
dan ekonomi. Dari 122 responden yang diwawancarai, sebanyak 30.24% mengaku pernah
mengalami kekerasan ekonomi, 29.7% mengalami kekerasan psikis, 28,98% mengalami ke-
kerasan seksual dan 24,8% mengalami kekerasan fisik. Selain itu sebanyak 28.7% respondent
mengaku pernah mengalami diskriminasi karena status HIV dan 13.58% respondent mengala-
mi pemakssan sterilisasi pada saat persalinan (IPPI, 2012). PDHA sangat rentan mengalami
kekerasan berbasis gender, bukan saja karena status jenis kelaminnya perempuan tetapi juga
karena status kesehatanya sebagai orang yang hidup dengan HIV AIDS.

Kekerasan berbasis gender yang dialami PDHA serta kesulitan yang dihadapi mereka dalam
mendapatkan layanan pemulihan yang aman dan tepat waktu telah mengancam hak hidup dan
kelangsungan kehidupan mereka. Dari pelaksanaan program penguatan organisasi perantara
untuk menerima pengaduan dan rujukan kasus KBG yang dialami PDHA di 5 (lima) kota pada
tahun 2020, menunjukkan bahwa hak-hak khusus PDHA korban kekerasan seperti hak untuk
terbebas dari stigma dan diskriminasi serta pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukun-
gan yang terkait dengan HIV AIDS seperti keberlanjutan terapi ARV masih belum dilindungi
oleh lembaga penyedia layanan korban kekerasan berbasis gender.

Situasi ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip dan hak asasi manusia PDHA korban ke-
kerasan berbasis gender belum dipahami dan diintegrasikan lembaga penyedia layanan ke
dalam penanganan mereka, baik dalam standar operasional prosedur, pengetahuan petugas,
kebijakan peningkatan kapasitas petugas atau dalam kebijakan internal lainnya.

Pedoman ini dimaksudkan untuk membantu lembaga penyedia layanan perempuan korban
kekerasan dalam memahami prinsip-prinsip dan hak asasi manusia PDHA korban kekerasan
menurut hukum HAM Internasional dan Nasional serta integrasinya ke dalam 5 (lima) layanan
esensial bagi perempuan korban kekerasan.

B. TUJUAN

Tujuan dari pedoman penanganan PDHA korban kekerasan berbasis gender adalah untuk :

1. Menjadi rujukan mengenai prinsip-prinsip dan standar perlindungan dan pemenuhan hak-
hak PDHA korban kekerasaan berbasis gender oleh lembaga penyedia layanan

2. Menjadi rujukan penyusunan standar operasional prosedur, mekanisme rujukan, pen-
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catatan, dan kebijakan internal lainnya yang terkait dengan penanganaan yang tidak
mendiskriminasikan PDHA korban kekerasan berbasis gender.

3. Mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia PDHA ke dalam penanganan perempuan
korban kekerasan berbasis gender.

C. SASARAN PENGGUNA

Pedoman penanganan perempuan korban kekerasan dengan HIV AIDS ini secara khusus
diperuntukkan bagi lembaga penyedia layanan perempuan korban kekerasan, baik milik pe-
merintah seperti UPTD PPA atau P2TP2A atau PPT, RSUD, Shelter atau Rumah Aman dan
lembaga layanan miilik masyarakat.

Pedoman ini juga dapat digunakan oleh semua lembaga yang terkait dengan penanganan
perempuan korban kekerasan dan masyarakat umum untuk memahami prinsip-prinsip dan
standar hak PDHA korban kekerasan berbasis gender.

D. RUANG LINGKUP PEDOMAN

Pedoman ini memuat informasi tentang situasi kerentanan PDHA terhadap kekerasan berba-
sis gender, kekerasan dan diskriminasi terhadap PDHA sebagai pelanggaran HAM, peraturan
kebijakan yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak PDHA korban kekerasan,
prinsip-prinsip dan standar hak asasi PDHA korban kekerasan menurut hukum HAM Internasi-
onal dan Nasional dan penerapannya dalam pelayanan, rujukan, dan pencatatan penanganan
kasus PDHA korban kekerasan.

Pedoman ini tidak menggantikan atau menghapus pedoman - pedoman yang terkait dengan
penanganan perempuan korban kekerasan berbasis gender di lembaga penyedia layanan,
melainkan sebagai pedoman pelengkap yang berlaku jika lembaga penyedian layanan me-
nerima pengaduan atau rujukan kasus kekerasan berbasis gender terhadap PDHA atau per-
empuan korban kekerasan dengan status HIV yang sudah diketahui sebelumnya melalui lem-
baga layanan perujuk atau melalui korban.

E. ISI PEDOMAN DAN CARA MEMAHAMI

Pedoman ini terdiri dari 4 (empat) bagian.

B Bagian kesatu, adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penyusunan pe-
doman, tujuan, ssasaran pengguna, ruang lingkup, isi pedoman dan cara menggunakan-
nya serta daftar singkatan.

B Bagian kedua, adalah diskriminasi dan kerentanan PDHA terhadap kekerasan berbasis
gender serta kebijakan perlindungan pemerintah. Bagian ini memuat informasi tentang
HIA-AIDS dan Hak Asasi Manusia, kerentanan PDHA terhadap kekerasan berbasis gen-
der, keterkaitan hak atas kesehatan dan kekerasan terhadap perempuan, dan kebijakan
pemerintah yang terkait dengan perlindungan hak-hak PDHA korban kekerasan berbasis
gender.

B Bagian ketiga, adalah prinsip-prinsip penanganan dan hak-hak PDHA korban kekerasan.
Bagian ini memuat informasi tentang prinsip-prinsip penanganan dan hak-hak PDHA kor-
ban kekerasan berbasis

B Bagian keempat, adalah penerapan prinsip-prinsip penanganan dan hak-hak PDHA kor-
ban kekerasan berbasis gender dalam layanan pengaduan, layanan medis dan psikologis,
layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, layanan pemulangan
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dan reintegrasi sosial, rujukan dan pencatatan penanganan kasus kekerasan berbasis
gender terhadap PDHA.

Untuk dapat memahami pedoman ini dengan baik, maka disarankan membaca seluruh ba-
gian dan isinya dengan utuh dan urut dari bagian kesatu sampai ke bagian keempat.

Tidak dianjurkan memahami pedoman ini hanya membaca pada bagian-bagian tertentu saja.
Misalnya hanya membaca bagian ketiga atau bagian keempat. Jika membaca pedoman ini ha-
nya pada bagian tertentu saja, maka tidak akan dapat memahami pedoman ini secara baik dan
utuh, sebab semua bagian membentuk satu kesatuan pengetahun dan pemahaman mengenai
prinsip-prinsip penanganan dan hak-hak PDHA korban kekerasan berbasis gender.
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A. HIV-AIDS DAN HAK ASASI MANUSIA

1.

Total kasus HIV baru di seluruh dunia dari 2015 sampai dengan tahun 2020 telah men-
capain 3,5 juta dengan 820.000 kematian. Total kasus HIV tertinggi terdapat di kawasan
Afrika Barat dan Tengah, Timur Tengah dan Afrika Utara, Asia dan Pasifik, Eropa Timur
dan Asia Tengah, Afrika Timur dan Selatan, dan Karibia. Di tahun 2019, jumlah perempuan
dan anak perempuan yang terinfeksi HIV baru diseluruh dunia tercatat sebesar 48 %. Se-
mentara di sub-Sahara Afrika, jumlah total perempuan dan anak perempuan dari segala
usia yang terifeksi HIV baru tercatat sebesar 59%. (UNAIDS, Seizing The Moment, 2020)

. Program PBB untuk HIV AIDS (UNAIDS) mencatat bahwa pada dekade keempat, AIDS

telah mengakibatkan lebih dari 30 juta jiwa meninggal, 33 juta orang hidup dengan HIV,
7.000 kasus HIV baru dalam setiap hari dan secara global, kasus AIDS telah menjadi
penyebab kematian keenam di dunia (UNAIDS, 2019).

. Laporan Sekjen PBB tentang studi analisis mengenai langkah-langkah yang diambil untuk

mempromosikan dan melaksanakan program menuju tujuan universal akses pencega-
han, pengobatan, dan dukungan terhadap orang yang hidup dengan HIV, yang berjudul
“Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks HIV AIDS (A / HRC / 16/69), menyoroti
sejumlah tantangan perlindungan HAM orang dengan HIV AIDS di sebagian besar negara,
diantaranya ;

a. Perlindungan hukum yang tidak memadai atas berbagai bentuk diskriminasi yang di-
alami orang dengan HIV AIDS. Banyak Negara yang belum mencatat, mendokumen-
tasikan dan menangani stigma, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada orang
dengan HIV AIDS.

b. Adanya kriminalisasi atau penerapan hukum pidana kepada orang yang hidup den-
gan HIV AIDS terutama kepada pekerja seks, kelompok minoritas gender dan seksu-
al, dan pengguna narkoba.

c. Adanya pembatasan perjalanan (keluar dan masuk daerah), tempat tinggal, pendi-
dikan tentang kesehatan reproduksi, seksualitas, dan HIV AIDS bagi orang yang hid-
up dengan HIV AIDS.

d. Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia orang yang hidup atau rentan den-
gan HIV AIDS sering tidak masuk dalam program terkait HIV AIDS. Negara hanya
lebih menekankan pencegahan, pengobatan dan perawatan medis.

. Segala bentuk stigma, pembatasan, kekerasan, eksploitasi, kriminalisasi dan diskriminasi

yang dialami orang yang hidup dengan HIV AIDS (ODHIV) telah mengurangi, menghilan-
gkan dan menghapus akses dan penikmatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan
fundamental mereka baik hak-hak bidang sipil, politik maupun hak-hak ekonomi, sosial
dan budaya.

. Bahwa Deklarasi HAM PBB Wina dan Program Aksi Tahun 1993, Program Aksi Konferen-

si Internasional tentang Populasi dan Pembangunan Tahun 1994 serta Deklarasi Beijing
dan Landasan Aksi Tahun 1995, telah menekankan berlakunya prinsip-prinsip, norma dan
standart hak asasi manusia kepada semua orang termasuk perempuan dan orang yang
hidup dengan HIV AIDS.

. Deklarasi Politik Tahun 2006 tentang HIV AIDS, yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB

melalui Resolusi Nomor 60/262 meminta semua Negara untuk mengintensifkan upaya
menghapus semua bentuk diskriminasi dan menjamin penuh penikmatan semua hak asa-
si manusia dan kebebasan fundamental setiap orang yang hidup dengan HIV AIDS dan
kelompok rentan.

. Deklarasi Komitmen tetang HIV AIDS Tahun 2006 yang diadopsi dengan suara bulat Maje-

lis Umum PBB pada sesi khusus ke dua puluh enam dalam Resolusi S-26/2, menekankan
pentingnya realisasi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang
untuk mengurangi kerentanan terhadap HIV AIDS. Deklarasi ini juga menyoroti keharusan
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menangani stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dan berisiko dengan HIV
AIDS termasuk untuk memperhatikan risiko HIV AIDS yang tidak proporsional yang diha-
dapi oleh perempuan.

B. KERENTANAN PEREMPUAN DENGAN HIV AIDS (PDHA) TERHADAP KEKERASAN
BERBASIS GENDER

8.

10

Indonesia merupakan Negara dengan urutan nomor ke-5 paling beresiko HIV AIDS di
Asia (Kemenkes RI, 2013). Setiap tahun, kasus HIV AIDS yang terjadi di Indonesia terus
meningkat. Pada tahun 2015 terdapat 30.935 kasus HIV dan 9.215 kasus AIDS. Di ta-
hun 2016 meningkat menjadi 41.25 kasus HIV dan 10.146 kasus AIDS. Kemudian kasus
tersebut meningkat lagi di tahun 2017 menjadi 48.300 kasus HIV (38 % perempuan dan
62% laki-laki) dan 10.488 kasus AIDS (36 % perempuan dan 64% laki-laki), tahun 2018
turun menjadi 46.460 kasus HIV dan 10.190 kasus AIDS dan kemudian naik lagi di tahun
2019 mencapai angka 50.282 kasus HIV (35,50 % perempuan dan 64,50% laki-laki) dan
7.036 AIDS (31,40% perempuan dan 68,60% laki-laki) (Kementerian Kesehatan RI, Info-
datin, 2020).

Tahun 2019, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan kasus HIV tertinggi yaitu
mencapai 8.935 kasus, kemudian DKI Jakarta 6.701 kasus, Jawa Barat 6.066 kasus,
Jawa Tengah 5.630 kasus, Papua 3.753 kasus, Sumatera Utara 2.463 kasus, dan Bali
2.283 kasus. (Kementerian Kesehatan RI, Infodatin, 2020)

. Resolusi PBB Nomor 65/277 Tahun 2011 mengenai Deklarasi Politik tentang HIV AIDS,
mengakui adanya keterkaitan antara HIV AIDS dengan kekerasan terhadap perempuan.
Tingginya kekerasan terhadap perempuan menjadikan perempuan lebih beresiko ter-
papar HIV AIDS. Demikian juga perempuan yang hidup dengan HIV AIDS juga sangat
rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi atas dasar jenis kelamin
dan identitas gendernya (Resolusi PBB 65/277, 2011).

. Eksploitasi seksual termasuk ekspolitasi seksual komersial, praktik tradisional dan adat
yang berbahaya, pemaksaan perkawinan, pelecehan seksual, perkosaan, perbudakan
seksual, dan perdagangan perempuan adalah bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender
yang menjadikan perempuan sangat beresiko terpapar HIV AIDS. (Resolusi PBB Nomor
65/277, 2011)

. Perempuan yang hidup dengan HIV AIDS juga sangat rentan mengalami berbagai ke-
kerasan berbasis gender dan diskriminasi karena jenis kelamin dan identitas gendern-
ya, seperti pelecehan seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran,
pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual,
kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, stigma, pembatasan, pengucilan, dan
persekusi baik yang dilakukan oleh pasangan, keluarga, teman, masyarakat maupun
aparat negara. (IPPI, 2012 dan Catahu Komnas Perempuan, 2021)

13. Kerentanan perempuan yang hidup dengan HIV AIDS terhadap kekerasan berbasis gen-

12

der dan diskriminasi diantaranya disebabkan karena 3 (tiga) faktor. Pertama, faktor biol-
ogis atau “ketubuhan” perempuan seperti alat, fungsi, dan sistem reproduksi perempuan
yang berbeda dan lebih rentan daripada laki-laki. Kedua, faktor sosial budaya seper-
ti kuatnya budaya patriarkal dalam kehidupan masyarakat dan kebijakan pemerintah,
sehingga menjadikan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai obyek tindakan atau
serangan seksual atau kekerasan berbasis gender lainnya (IPPI, 2012). Ketiga, faktor
status kesehatan yaitu perempuan yang hidup dengan HIV AIDS. Status ini menjadikan
perempuan sering mengalami beragam stigma, stereotip dan pembatasan-pembatasan
kebebasan dasarnya.
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14.

Laporan pendokumentasin kekerasan terhadap perempuan dengan HIV AIDS, lkatan
Perempuan Positiv Indonesia (IPPI), tahun 2012, menemukan 4 kategori kekerasan ber-
basis gender yang sering dialami oleh perempuan dengan HIV AIDS, yaitu kekerasan
fisik, seksual, psikis dan ekonomi. Dari 122 responden yang diwawancarai, sebanyak
30.24% mengaku pernah mengalami kekerasan ekonomi, 29.7% mengalami kekerasan
psikis, 28,98% mengalami kekerasan seksual dan 24,8% mengalami kekerasan fisik.
Selain itu sebanyak 28.7% respondent mengaku pernah mengalami diskriminasi karena
status HIV dan 13.58% respondent mengalami pemakssan sterilisasi pada saat persali-
nan (IPPI, 2012).

C. KETERKAITAN HAK ATAS KESEHATAN DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

15.

16.

17.

18.

19.

20

Perempuan yang hidup dengan HIV AIDS memiliki hak untuk menikmati dan menggu-
nakan seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagaimana dijamin dalam
Deklarasi Universal tentang HAM, Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan
Politik (ICCPR), Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
(ICESCR), Konvensi PBB Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan (CEDAW), UUD 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 36 Ta-
hun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN).

Salah satu hak dan kebebasan dasar yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi ada-
lah hak atas kesehatan serta hak untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan
kekerasan berbasis gender.

Hak atas kesehatan tidak dapat dipahami sebagai hak untuk menjadi sehat. Hak atas
kesehatan mengandung kebebasan dan keberhakan. Kebebasan mencakup hak untuk
mengendalikan kesehatan dan tubuh diri sendiri, termasuk kebebasan seksual dan re-
produksi dan hak untuk terbebas dari campur tangan seperti hak untuk terbebas dari
penyiksaan, pengobatan medis tanpa persetujuan dan experimentasi (percobaan dalam
dunia medis). Sebaliknya keberhakan mencakup hak atas suatu sistem perlindungan
kesehatan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk menik-
mati tingkat kesehatan tertinggi yang dapat dicapai (Komentar Umum No. 14 Hak Atas
Kesehatan, Komite PBB mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 2000).

Hak atas kesehatan tidak hanya mencakup perawatan kesehatan yang tepat pada wak-
tunya dan memadai, tetapi juga mencakup faktor-faktor penentu dasar kesehatan sep-
erti akses terhadap air bersih, makanan yang aman, gizi dan perumahan, kondisi kerja
dan lingkungan yang sehat, akses terhadap pendidikan dan informasi yang berhubungan
dengan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan seksual, layanan kekerasan ter-
hadap perempuan atau kekerasan berbasis gender, layanan terhadap HIV AIDS dan
kanker, serta partisipasi penduduk dalam semua pengambilan keputusan pada termasuk
pada tingkat komunitas dan nasional (Komentar Umum No. 14 Komite PBB mengenai
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 2000).

Ketidakmerataan distribusi sumber daya kesehatan, perbedaan gender, kekerasan terh-
adap perempuan, konflik bersenjata, penyakit HIV AIDS, kanker, dan pertumbuhan pen-
duduk telah menciptakan rintangan-rintangan baru bagi kesetaraan dan perwujudan hak
atas kesehatan (Komentar Umum No. 14 Komite PBB mengenai Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya, 2000).

.Hak atas kesehatan bagi PDHA korban kekerasan berbasis gender meliputi:

a. Hak untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang memadai tentang HIV
AIDS, kesehatan reproduksi dan seksual, serta program, prosedur dan layanan kes-
ehatan yang terkait dengan HIV AIDS.

b. Hak untuk mendapatkan program dan layanan pencegahan, pengobatan, perawatan
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dan dukungan sosial yang terkait dengan HIV AIDS secara tepat waktu, berkelanjutan
dan terjangkau atau bebas biaya.

c. Hak untuk mendapatkan layanan medis dan psikologis dari akibat kekerasan berba-
sis gender yang diderita PDHA

d. Hak untuk mendapatkan layanan pengaduan /pelaporan, bantuan hukum, perlind-
ungan hukum, rehabilitasi sosial (termasuk rumah aman /shelter), pemulangan dan
reintegrasi sosial yang melindungi hak-hak PDHA korban kekerasan atas layanan
kesehatan yang terkait dengan HIV AIDS.

e. Hak untuk tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi atas dasar jenis kelamin, identitas
gender dan seksual serta statusnya sebagai perempuan yang hidup dengan HIV AIDS.

21. Perspektif gender harus diintegrasikan dalam kebijakan, program, layanan dan peneli-
tian yang terkait dengan kesehatan agar dapat meningkatkan derajat kesehatan yang
lebih baik bagi perempuan termasuk perempuan korban kekerasan dengan HIV AIDS.
Penerapan pendekatan berbasis gender akan mengakui bahwa faktor-faktor biologis dan
sosio-kultural telah mempengaruhi derajat kesehatan yang berbeda antara perempuan
dan laki-laki dalam mengakses layanan kesehatan (Komentar Umum No. 14 Komite PBB
mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 2000).

D. KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DENGAN HIV AIDS

22. Hak-hak khusus perempuan korban kekerasan berbasis gender dengan HIV AIDS telah
dijamin, dilindungi dan diatur Pemerintah Indonesia dalam peraturan perundang-undan-
gan, diantaranya adalah :

a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28;

b. Undang — Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

c. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga;

d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 TAHUN 2013 Tentang Penanggulangan
HIV AIDS;

f. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 1226/Menkes/SK/XI11/2009 tentang Penata-
laksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Di
Rumah Sakit.

Undang — Undang Dasar 1945

23. Undang — Undang Dasar 1945 melindungi hak setiap orang dan setiap warga negara

termasuk perempuan yang hidup dengan HIV AIDS korban kekerasan berbasis gender.

Berdasarkan Pasal 28, perempuan yang hidup dengan HIV AIDS korban kekerasan ber-

basis gender memiliki hak diantaranya :

a. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A);

b. Hak untuk terbebas dari kekerasan, diskriminasi, penyiksaan dan perlakuan yang
merendahkan martabat (Pasal 28B ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28G ayat
(2));

. Hak atas perlakuan sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1))

. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkun-
gan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan (Pasal
28H ayat (1));

e. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakukan khusus guna mencapai persa-
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maan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2)); dan
f. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial (Pasal 281 ayat (3)).

Undang — Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
24. Undang — Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan

perlindungan hak asasi manusia termasuk hak asasi manusia perempuan yang hidup

dengan HIV AIDS korban kekerasan berasis gender, diantaranya :

a. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
(Pasal 9 ayat (1));

b. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 9 ayat (2));

c. Hak memperoleh keadilan tanpa diskriminasi (Pasal 17);

d. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya
(Pasal 29 ayat (1));

e. Hak atas jaminan sosial (41 ayat 1);

f. Perlindungan terhadap hak-hak khusus perempuan terkait kesehatan reproduksi
(Pasal 49 ayat (3));

g. Hak atas kemudahan, perlakuan dan perlindungan khusus sebagai perempuan (Pasl
5 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (1)).

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Ru-
mah Tangga
25. Dalam Pasal 10 Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Ke-

kerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa hak-hak korban kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT) termasuk perempuan dengan HIV AIDS korban KDRT meliputi
hak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
advokat dan lembaga sosial, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak untuk
mendapatkan perlindungan kerahasiaan, hak untuk mendapatkan pendampingan dan
bantuan hukum serta bimbingan rohani.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur secara khu-
sus layanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan dengan HIV AIDS, tetapi per-
empuan korban kekerasan dengan HIV AIDS juga memiliki hak atas layanan kesehatan
yang jamin dan diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2), dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,
baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
Dalam Pasal 28 ayat (1), biaya pemeriksaan kesehatan dan visum atas permintaan pen-
egak hukum ditanggung oleh negara.

Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (visum et repertum
psikiatricum) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas
pelayanan kesehatan (Pasal 150 ayat (1))

Masyarakat termasuk korban kekerasan memiliki hak untuk memperoleh informasi, edu-
kasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggu-
ngjawabkan (Pasal 72 huruf d)

Masyarakat termasuk korban kekerasan memiliki hak untuk menjalani dan menentukan
kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari pak-
saan dan/atau kekerasan (Pasal 72 huruf a dan b)

Masyarakat termasuk korban kekerasan berhak menerima atau menolak sebagian atau
seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan me-
mahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap (Pasal 56 ayat (1))
Masyarakat termasuk korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan atas keraha-
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34.

35.

36.

siaan kondisi kesehatan pribadinya (Pasal 57 ayat 1)

Masyarakat termasuk korban kekerasan berhak atas layanan kesehatan yang aman,
bermutu, terjangkau, merata dan non diskriminatif (Pasal 54 ayat (1))

Pemerintah daerah berwenang merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan sesuai
dengan kebutuhan daerahnya (Pasal 41 ayat (1))

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota mengalokasikan minimal 10% (sepuluh
persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk layanan kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan
HIV AIDS

37.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 TAHUN 2013 Tentang Penanggulangan HIV
AIDS sangat rinci mengatur hak-hak orang yang hidup dengan HIV AIDS serta kewajiban
pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanggulangan HIV AIDS di Indonesia.

a. Peraturan ini menjamin hak orang yang hidup dengan HIV AIDS termasuk perempuan
yang hidup dengan HIV AIDS terhadap layanan pencegahan, konseling dan tes HIV
secara sukarela, pengobatan dan perawatan, rujukan layanan kesehatan, dukungan
sosial, rehabilitasi dan layanan lain terkait dampak ekonomi dan sosial baik terhadap
individu, keluarga dan masyarakat (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal
9, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37,
Pasal 38).

b. Layanan ini harus diberikan secara merata, bermutu, terjangkau, berkeadilan, kom-
prehensif, terpadu dan berkesinambungan. Fasilitas pelayanan kesehatan dilarang
menolak pengobatan dan perawatan kesehatan orang yang hidup dengan HIV AIDS,
harus melindungi keamanan dan kerahasiaan status kesehatan serta meniadakan
diskriminasi (Pasal2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 31).

c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus memastikan ketersediaan pembiayaan, fasili-
tas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan, obat-obatan dan alat-alat kesehatan
/perbekalan yang diperlukan, sumber daya manusia, koordinasi dan kerjasama, peran
serta masyarakat, serta pencatatan atau pelaporan untuk melindungi dan memenuhi hak-
hak orang yang hidup dengan HIV AIDS serta untuk pencegahan dan penanggulangan
HIV AIDS. (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9)

Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 1226/Menkes/SK/XI1/2009 tentang Penatalaksa-
naan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Di Rumah Sakit

38.

39.

16

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 1226/Menkes/SK/XII/2009 tentang
Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Di Rumah Sakit di halaman 10 sampai 12, Petugas medis di rumah sakit harus memiliki
pengetahuan, kepekaan dan keahlian yang memadai untuk memeriksa, mengenali dan
menemukan tanda-tanda di bagian tubuh pasien yang tidak lazim sebagai indikasi adan-
ya penganiayaan atau kekerasan fisik dan seksual. Diantara tanda-tanda tersebut adalah
memar, luka lecet, luka robek, patah tulang, luka bakar, cidera pada kepala dan wajah,
dislokasi sendi, cidera pada bagian payudara, perut bagian bawah, paha dekat alat ke-
lamin, dubur /anus, nyeri pada vagina, IMS, pendarahan pada vagina, cairan sperma,
nyeri pada saat buang air kecil dan besar, darah pada pakain dalam, pakaian dalam yang
robek, kehamilan pada usia remaja dan sebagainya.

Pada halaman 14 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1226/Menkes/SK/XI1/2009
tentang Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan
dan Anak Di Rumah Sakit, Perempuan dan anak korban kekerasan memiliki hak terha-
dap pelayanan kesehatan di rumah sakit diantaranya :

a. Pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga ujung kaki;

b. Penanganan luka-luka fisik;
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c. Penanganan gangguan psikologis akut /intervensi krisis;

d. Penanganan untuk pencegahan penyakit menular seksual (PMS);

e. Penanganan dan pencegahan HIV;

f. Pelayanan kesehatan reproduksi; dan

g. Pelayanan medikolegal (visum et repertum /VeR dan visum et repertum psikiatricum
/VeP)

40. Pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan di rumah sakit dilakukan melalui Tim
Terpadu yang terdiri dari unsur medis dan unsur non medis. Pada halaman 14 Keputu-
san Menteri Kesehatan Rl Nomor 1226/Menkes/SK/XI1/2009 tentang Penatalaksanaan
Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Di Rumah Sakit,
yang dimaksud unsur non medis adalah:

a. Pekerja sosial;
b. Polisi; dan
c. LSM.
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BAGIAN lll (KETIGA)

B DISKRIMINASI PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN DAN
HAK-HAK PDHA KORBAN KEKERASAN BERBASIS

GENDER
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A. PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN PDHA KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

41.

Selain prinsip-prinsip yang berlaku dalam penanganan kasus kekerasan terhadap per-
empuan di lembaga layanan baik lembaga layanan milik pemerintah dan masyarakat,
berlaku pula prinsip - prinsip penanganan kasus yang terkait dengan status perempuan
korban sebagai orang yang hidup dengan HIV AIDS.

Prinsip Penghormatan Hak asasi Manusia ;

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

Seluruh kebijakan, layanan, prosedur, sarana-prasarana, sikap, perilaku, tindakan dan
upaya penanganan kasus perempuan yang hidup dengan HIV AIDS korban kekerasan
berbasis gender harus menjaga dan melindungi martabat dan kemanusiaan PDHA ser-
ta tidak ada potensi merendahkannya (OHCHR dan UNAIDS, 2006 dan Resolusi PBB
Nomor 65/277, 2011).

Seluruh kebijakan, layanan, prosedur, sarana, parsarana, tindakan dan upaya penanga-
nan kasus kekerasan berbasis gender yang dialami PDHA harus sejalan dan konsisten
dengan norma dan standar hak asasi manusia dalam instrumen hukum HAM Internasi-
onal dan Nasional (UHCHR, 2011)

Seluruh kebijakan, layanan, prosedur, sarana, parsarana, tindakan dan upaya penan-
ganan kasus kekerasan berbasis gender yang dialami PDHA harus dapat memastikan
implementasi dari semua hak manusia dan kebebasan fundamental PDHA lainnya,
baik yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik, maupun yang terkait dengan hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya (OHCHR dan UNAIDS 2006, dan Resolusi PBB Nomor
65/277, 2011).

Seluruh kebijakan, layanan, prosedur, sarana-prasarana tindakan dan upaya penan-
ganan kasus kekerasan berbasis gender yang dialami PDHA tidak boleh membatasi
atau mengurangi atau menghilangkan penikmatan hak-hak khusus PDHA terkait den-
gan layanan dan program pencegahan, perawatan, pengobatan dan dukungan sosial
sebagai orang yang hidup dengan HIV AIDS (OHCHR dan UNAIDS, 2006 dan Resolusi
PBB Nomor 65/277, 2011).

Prinsip Non Diskriminasi :

Seluruh kebijakan, layanan, prosedur, sarana — prasarana, sikap, perilaku, tindakan dan
upaya penanganan kasus lembaga harus dapat melindungi PDHA korban kekerasan
berbasis gender dari stigma, diskriminasi dan kekerasan (fisik, psikis dan seksual) yang
terkait dengan status kesehatannya sebagai orang yang hidup dengan HIV AIDS, baik
dari staf dan pendamping lembaga atau petugas dari instansi lain (OHCHR dan UN-
AIDS, 2006; UHCHR, 2011 dan Resolusi PBB Nomor 65/277, 2011).

Seluruh kebijakan, layanan, prosedur, fasilitas dan sarana — prasarana penanganan
perempuan korban kekerasan yang disediakan lembaga harus dapat diakses oleh
PDHA korban kekerasan berbasis gender baik akses secara fisik (jarak dan keaman-
an), ekonomi (bebas biaya atau terjangkau), dan pengetahuan (informasi, prosedur dan
syarat), termasuk kebutuhan khusus PDHA yang paling rentan diantaranya PDHA den-
gan penyandang disabilitas, minoritas gender dan seksual atau dari suku, etnis, agama
dan keyakinan minoritas (Komentar Umum No. 14 Komite PBB mengenai Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya, 2000; OHCHR dan UNAIDS, 2006 ; UHCHR, 2011 ; dan Resolusi
PBB Nomor 65/277, 2011).

Cara berpakaian, penampilan fisik, latar belakang seksual, ekspresi gender, orientasi
seksual, latar belakang pengguna narkoba, atau latar belakang lainnya yang menjad-
ikan PDHA terpapar HIV AIDS atau menjadikannya beresiko tidak dapat digunakan se-
bagai alasan untuk membeda-bedakan, mengucilkan, membatasi, mengurangi dan/atau
menghapus kesetaraan dan keadilan bagi PDHA dalam mengakses seluruh layanan,
fasilitas, dan program yang disediakan lembaga layanan bagi perempuan korban ke-
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kerasan (UHCHR, 2011; Resolusi PBB Nomor 65/277, 2011 dan Laporan Konsultasi
Penanganan Kasus PDHA Korban Kekerasan, FPL, 2020).

Prinsip Perlindungan atas Kerahasiaan, Keamanan, Otonomi dan Privasi ;

49.

50.

51.

52.

53.

Seluruh kebijakan, layanan, prosedur, sarana — prasarana, tindakan dan upaya penan-
ganan kasus harus melindungi kerahasiaan identitas, kasus, status kesehatan sebagai
orang yang hidup dengan HIV AIDS, dan orientasi seksual kecuali untuk keperluan pen-
anganan dengan melalui persetujuan tertulis secara sukarela (Komentar Umum No. 14
Komite PBB mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 2000; OHCHR dan UNAIDS,
2006 ; dan Resolusi PBB Nomor 65/277, 2011).

Seluruh kebijakan, layanan, prosedur, sarana — prasarana, tindakan dan upaya penan-
ganan kasus harus menghormati dan melindungi kebebasan pribadi, perilaku kesehatan
yang menjadi pilihan mereka, orientasi seksual dan keragaman identitas gender, serta
privasi PDHA korban kekerasan berbasis gender. Tindakan mencari-cari, atau menggali,
atau mengumpulkan atau mempublikasikan informasi yang tidak terkait dengan kasus
kekerasan atau tidak untuk kepentingan penanganan dan pemulihan, misalnya informa-
si mengenai sejarah terpaparnya HIV AIDS atau orientasi seksual PDHA, atau latar be-
lakang PDHA sangat tidak dibernarkan dan bertentangan dengan prinsip ini (Komentar
Umum No. 14 Komite PBB mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 2000 ; OHCHR
dan UNAIDS, 2006 ; dan Resolusi PBB Nomor 65/277, 2011).

Perlindungan terhadap privasi juga mencakup privasi yang bersifat ketubuhan PDHA kor-
ban kekerasan berbasis gender dengan latar belakang atau dari kelompok populasi kunci
(pekerja sek dan pemakai/pengguna narkotika). Konsep privasi ketubuhan dalam program
HIV AIDS sangat erat dengan hak atas otonomi diri dan hak atas kesehatan. Secara prinsip,
setiap orang berhak untuk mengontrol tubuh dan kesehatannya, serta hak untuk bebas dari
intervensi yang tidak dikehendakinya. Bahwa segala intervensi yang bersifat koersif terh-
adap ketubuhan seseorang adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Salah satu
contohnya adalah sterilisasi paksa terhadap perempuan dengan HIV AIDS sebagai bagian
dari upaya mencegah penularan dari Ibu ke anak. (Komentar Umum No. 14 Komite PBB
untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya , 2000, Paragraf 8).

Bahwa untuk menjamin hak atas privasi, negara harus mengatur kepemilikan data pribadi
oleh pejabat publik dan pihak swasta. Individu yang mendapatkan intervensi atas privasin-
ya memiliki hak untuk mengetahui apa saja data personal mereka yang diambil dan untuk
tujuan apa, serta jaminan kerahasiaan data. (Instrumen HAM, Kompilasi Komentar Umum
dan Rekomendasi Umum Badan Perjanjian HAM PBB, OHCHR, 2008, Paragraf 10).
Pengungkapan secara terbatas terkait status kesehatan perempuan korban dengan
HIV AIDS untuk kepentingan pencegahan, pengobatan, perawatan, dukungan atau un-
tuk kepentingan penanganan kasus kekerasan, dapat dilakukan dengan tetap melalui
keputusan dan persetujuan tertulis secara sukarela dari PDHA korban kekerasan ber-
basis gender (Komentar Umum No. 14 Komite PBB mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya, 2000 ; OHCHR dan UNAIDS, 2006 ; dan Resolusi PBB Nomor 65/277, 2011).

Prinsip Perlindungan dan Pemenuhan Hak Khusus PDHA terhadap Program dan
Layanan Pencegahan, Pengobatan, Perawatan dan Dukungan Sosial:

54.

20

Seluruh kebijakan, layanan, prosedur, fasiltas, sarana-prasarana, tindakan dan upaya
penanganan kasus PDHA korban kekerasan berbasis gender harus menghormati, men-
jamin dan membantu perwujudan hak-hak khusus PDHA korban kekerasan berbasis
gender, khususnya program dan layanan untuk pencegahan, pengobatan, perawatan
medis dan dukungan sosial korban sebagai orang yang hidup dengan HIV AIDS (Ko-
mentar Umum No. 14 Komite PBB mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 2000;
OHCHR dan UNAIDS, 2006 ; dan Resolusi PBB Nomor 65/277, 2011).
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55.

56.

57.

58.

Seluruh kebijakan, layanan, prosedur, fasiltas, sarana-prasarana, tindakan dan upaya
penanganan PDHA korban kekerasan berbasis gender harus menghormati dan me-
menuhi kebutuhan gizi dan diet tertentu dalam rangka pengobatan dan perawatan me-
dis yang terkait dengan HIV AIDS serta akses berkomunikasi dengan dokter pribadi,
kerabat/saudara, dan/atau komunitasnya (OHCHR dan UNAIDS, 2006 dan Resolusi
PBB Nomor 65/277, 2011).

Layanan kesehatan khusus bagi PDHA korban kekerasan berbasis gender harus dilak-
sanakan dengan aman dan mempertimbagkan aspek-aspek penentu dasar kesehatan
serta kebutuhan khusus lainnya seperti korban dengan disabilitas, korban anak, korban
lansia, korban dari daerah pedalaman (Komentar Umum No. 14 Komite PBB mengenai
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 2000).

Layanan kesehatan khusus bagi PDHA korban kekerasan berbasis gender diberikan
dengan tepat waktu, tepat tindakan, berkualitas, berkelanjutan dan komprehensif (Ko-
mentar Umum No. 14 Komite PBB mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 2000).
Dalam hal di suatu daerah pemerintahnya belum menyediakan layanan kesehatan khu-
sus bagi PDHA korban kekerasan berbasis gender, maka wajib diupayakan layanan
kesehatan dari lembaga non pemerintah yang memiliki layanan kesehatan khusus bagi
PDHA.

Prinsip Penanganan Berdasarkan Keputusan atau Kesukarelaan PDHA Korban Ke-
kerasan ;

59.

60.

61.

Seluruh layanan dan tindakan /langkah-langkah penanganan kasus PDHA korban ke-
kerasan berbasis gender dilakukan dengan menghormati hak korban untuk terlibat,
berpartisipasi, menyampaikan pendapat, dan mengambil keputusan berdasarkan kesu-
karealaan yang sebenar-benarnya dengan didahului pemberian informasi dan pengeta-
huan yang cukup (OHCHR dan UNAIDS, 2006 dan Resolusi PBB Nomor 65/277, 2011).
Keputusan dan/atau persetujaun PDHA korban kekerasan berbasis gender dalam setiap
tindakan atau langkah-langkah penanganan kasusnya harus dilakukan secara tertulis
kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan dengan mengutamakan kepentingan
terbaik dan tidak melanggar prinsip-prinsip ini (OHCHR dan UNAIDS, 2006 dan Resolu-
si PBB Nomor 65/277, 2011).

Situasi yang mengancam keamanan dan keselamatan jiwa, atau keberadaan PDHA
korban kekerasan yang tinggal di rumah aman, atau shelter atau kondisi disabilitas kor-
ban tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan atau meninggalkan prinsip ini.

Prinsip Terintegrasi dan Terpadu;

62.

63.

Seluruh kebijakan, layanan, prosedur, sarana-prasarana, tindakan/langkah-langkah dan
upaya penanganan kasus PDHA korban kekerasan berbasis gender dilakukan secara
terintegrasi dan terpadu dengan layanan dan lembaga lain terutama yang terkait dengan
layanan ; (i) pencegahan HIV AIDS; (ii) pengobatan dan perawatan medis terkait HIV
AIDS; (iii) dukungan sosial termasuk psikososial yang terkait dengan statusnya sebagai
orang yang hidup dengan HIV AIDS; (iv) program perlindungan sosial; (v) bantuan dan
penegakan hukum; (vi) pendidikan dan pekerjaan; (vii) dokumen kewarganegaraan —
kependudukan; dan (viii) pemukiman atau tempat tingal (Resolusi PBB Nomor 65/277,
2011 dan Laporan Konsultasi Penanganan Kasus PDHA Korban Kekerasan, FPL, 2020).
Seluruh koordinasi, kerjasama dan rujukan penanganan kasus PDHA korban kekerasan
berbasis gender antara lembaga yang menyediakan layanan untuk perempuan korban
kekerasan dengan lembaga yang menyediakan layanan terkait HIV AIDS harus meng-
hormati dan menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip ini serta mengutamakan hak-hak
korban (Laporan Pertemuan Konsultasi Mekanisme Rujukan Penanganan PDHA Kor-
ban Kekerasan, IPPI, 2020).
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B. HAK - HAK PEREMPUAN DENGAN HIV AIDS KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

22

PDHA korban kekerasan berbasis gender memiliki hak untuk mengakses secara aman
serta mendapatkan manfaat dari seluruh layanan yang disediakan lembaga pengada
layanan diantaranya layanan pengaduan, layanan konseling, layanan dukungan kelom-
pok (support group), layanan medis, layanan psikologis termasuk layanan kesehatan
jiwa dan psikologis klinis, layanan rumah aman atau shelter, rumah atau tempat tinggal
sementara, layanan perlindungan dan bantuan hukum, layanan restitusi dan kompen-
sasi, layanan psiko sosial, layanan rehabilitasi sosial, layanan pemulangan, layanan re-
integrasi sosial, layanan dokumen identitas diri atau dokumen kependudukan, layanan
ketrampilan dan pemberdayaan ekonomi serta layanan program perlindungan sosial
(UHCHR, 2011 Paragraf 9, 10 dan 12).

Hak untuk mendapatkan informasi yang tepat dan memadai terkait dengan kekerasan,
status kesehatanya, hak-haknya dan layanan serta lingkungan yang aman (Komentar
Umum No. 14 Komite PBB mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 2000)

Hak untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi, ketidakadilan gender, stigma, kekerasan
seksual, eksploitasi dan kekerasan berbasis gender lainnya selama dalam penanganan ka-
sus oleh lembaga layanan atau lembaga lainnya yang terkait. Termasuk dalam hak ini ada-
lah hak untuk melakukan aduan atau komplen terhadap stigma, kekerasan, dan diskriminasi
yang terjadi dalam penanganan (UHCHR, 2011 Paragraf 6, 9, 10, dan 12).

Hak untuk mendapatkan perlindungan atas privasi, otonomi, dan kerahasiaan informasi
atau data-data terkait identitas, domisili, tempat bekerja, kasus dan statusnya sebagai
orang dengan HIV AIDS. Segala pengungkapan informasi dan data-data yang terkait
dengan identitas, domisili, tempat bekerja, kasus dan statusnya sebagai orang dengan
HIV AIDS harus dilakukan melalui informed consent (persetujuan tertulis) dan dilakukan
sepenuhnya untuk tujuan penanganan dan pemulihan PDHA korban kekerasan berba-
sis gender. (UHCHR, 2011 Paragraf 6)

Hak untuk secara sukarela melakukan dan/atau mendapatkan layanan tes dan konsel-
ing HIV AIDS (Deklarasi Politik PBB tentang HIV AIDS, 2011).

Hak untuk mengakses atau mendapatkan secara aman, efektif, terjangkau, berkualitas
dan berkelanjutan mengenai seluruh informasi, layanan, program, fasilitas dan obat-
obatan terkait; (i) perawatan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk persalinan; (ii)
perawatan dan pengobatan HIV AIDS dan penyakit penyerta seperti tubercolosis /TBC
dan hepatitis; serta (iii) layanan konseling HIV AIDS. Seluruh layanan tersebut diberikan
berdasarkan standart tertinggi yang dapat dicapai; (UHCHR, 2011 Paragraf 10 dan 13
dan Deklarasi Politik PBB tentang HIV AIDS, 2011).

PDHA korban kekerasan berbasis gender yang dalam situasi usia subur atau sedang
hamil atau sedang memiliki Balita berhak mengakses segala informasi dan layanan
yang terkait kesehatan reproduksi dan seksual, layanan pencegahan HIV AIDS, layanan
perawatan antenatal, dan layanan konseling HIV AIDS; (UHCHR, 2011 Paragraf 10 dan
Deklarasi Politik PBB tentang HIV AIDS, 2011).

Hak untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, bergizi serta memenuhi kebu-
tuhan diet dalam rangka pengobatan dan perawatan HIV AIDS. (Deklarasi Politik PBB
tentang HIV AIDS, 2011).

Hak untuk ikut memutuskan setiap tindakan atau langkah-langkah penanganan ke-
kerasan berbasis gender termasuk hak untuk terlibat dalam evaluasi pelaksanaan
layanan (UHCHR, 2011 Paragraf 6 dan 10).

Hak untuk berkomunikasi dengan keluarga /kerabat, sahabat/teman, komunitas dan/
atau dokter pribadi selama penanganan kasus oleh lembaga layanan.

Hak untuk mendapatkan kebebasan masuk, atau keluar dan/atau tinggal disuatu daerah.
(UHCHR, 2011 Paragraf 12).

PEDOMAN &  woRUN
KBG_PDHA [\ ol



75. Hak untuk mendapatkan layanan kebutuhan khusus terkait situasi tertentu PDHA kor-
ban kekerasan diantaranya kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau usia anak
atau lansia. (UHCHR, 2011 Paragraf 13).

76. Hak keluarga atau orang yang menjadi tanggungan PDHA korban kekerasan berbasis
gender untuk medapatkan layanan pemberdayaan ekonomi, program perlindungan so-
sial serta perlindungan dari stigma, ancaman, kekerasan dan diskriminasi selama dalam
penanganan lembaga layanan. (UHCHR, 2011 Paragraf 12).
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BAGIAN IV (KEEMPAT)

B PENERAPAN PRINSIP DAN HAK-HAK PDHA KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM LAYANAN
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A. PENERAPAN PRINSIP DAN HAK-HAK PDHA KORBAN KBG DALAM PELAYANAN
PENGADUAN

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Seluruh kebijakan, prosedur, persyaratan, fasilitas dan layanan pengaduan baik secara
offline maupun online harus mampu melindungi PDHA korban kekerasan dari segala
bentuk stigma, diskriminasi dan kekerasan baik oleh petugas maupun oleh pihak lainnya
yang terkait dalam layanan pengaduan.

Seluruh kebijakan, prosedur, persyaratan, fasiltas dan pelayanan pengaduan tidak
boleh membatasi hak PDHA korban kekerasan untuk mendapatkan informasi yang me-
madai mengenai layanan yang disediakan, prosedur, dan persyaratan untuk mengakses
layanan lembaga.

Seluruh kebijakan, prosedur, persyaratan, fasiltas dan layanan pengaduan harus me-
lindungi kerahasiaan, keamanan, otonomi, dan privasi PDHA korban kekerasan terma-
suk kerahasiaan status HIV korban.

Formulir penerimaan pengaduan memasukan informasi mengenai status HIV AIDS kor-
ban, status pengobatan ARV, jenis pengobatan atau terapi ARV, dan kebutuhan layanan
khusus lainnya yang terkait dengan HIV AIDS.

Segala bentuk pengungkapan atau pemberitahuan atau informasi terkait status HIV
AIDS perempuan korban harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dan dilakukan
untuk kepentingan penanganan kasus dan perlindungan hak-hak khusus PDHA.
Segala biaya yang akan dibebankan kepada PDHA korban kekerasan harus terjangkau
kemampuan ekonomi korban, disampaikan diawal dan dimintakan persetujuan korban.
Petugas penerima pengaduan harus sudah memiliki pengetahuan dan perspektif ten-
tang HIV AIDS.

Petugas penerima layanan pengaduan dapat menanyakan pengobatan /terapi ARV
dan apabila PDHA korban kekerasan belum memulai terapi ARV, maka petugas pener-
ima pengaduan berkoordinasi dengan pendamping korban atau petugas rujukan untuk
melakukan koordinasi rujukan pelayanan pengobatan terapi ARV ke fasilitas keseha-
tan yang menyediakan layanan tersebut. Dan apabila PDHA korban kekerasan sudah
melakukan terapi ARV, petugas penerima pengaduan dapat mengingatkannya terkait
dengan tanggungjawab meminum obat ARV.

Petugas penerima layanan pengaduan harus memiliki pengetahuan tentang jejaring
lembaga layanan yang terkait dengan pencegahan, pengobatan (terutama terapi ARV),
perawatan dan dukungan berkaitan dengan HIV AIDS.

Petugas penerima layanan pengaduan dilarang menggali informasi-informasi pribadi
atau sebab-sebab yang menjadikan korban terpapar HIV yang sama sekali tidak terkait
dengan penanganan kasus dan hak-hak khusus PDHA korban kekerasan.

Dalam hal penerimaan pengaduan dilakukan dalam masa pandemi covid-19, petugas
penerima pengaduan wajib menerapkan protokol kesehatan dan memfasilitasi sarana
bagi PDHA korban kekerasan agar dapat memenuhi protokol kesehatan tersebut.
Apabila lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak korban ke-
kerasan dalam masa pandemi covid-19 menerapkan syarat tes PCR atau Swab Anti-
gen, maka lembaga penyedia layanan tersebut atau pemerintah /pemerintah daerah
wajib memfasilitasi tes PCR atau Swab Antigen.

B. PELAYANAN KESEHATAN /MEDIS DAN PSIKOLOGI/

89.

Seluruh kebijakan, prosedur, persyaratan, fasiltas dan layanan kesehatan /medis dan
psikologi harus mampu melindungi PDHA korban kekerasan dari segala bentuk stigma,
diskriminasi dan kekerasan baik oleh petugas maupun oleh pihak lainnya yang terkait
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dalam layanan medis dan psikologi.

90. Seluruh kebijakan, prosedur, persyaratan, fasiltas dan layanan kesehatan /medis dan
psikologi tidak boleh membatasi hak PDHA korban kekerasan untuk mendapatkan
layanan medis dan psikologi

91. Seluruh kebijakan, prosedur, persyaratan, fasiltas dan layanan kesehatan /medis dan
psikologi harus melindungi kerahasiaan, keamanan, otonomi, dan privasi PDHA korban
kekerasan termasuk kerahasiaan status HIV AIDS korban.

92. Formulir layanan kesehatan /medis dan psikologi memasukan informasi mengenai sta-
tus HIV AIDS korban, status pengobatan ARV, jenis pengobatan atau terapi ARV, dan
kebutuhan layanan khusus lainnya yang terkait dengan HIV AIDS.

93. Segala bentuk pengungkapan atau pemberitahuan atau informasi terkait status HIV
AIDS perempuan korban harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dan dilakukan
untuk kepentingan penanganan kasus dan perlindungan hak-hak khusus PDHA.

94. Segala biaya layanan kesehatan /medis dan psikologi yang akan dibebankan kepada
PDHA korban kekerasan harus terjangkau sesuai kemampuan ekonomi korban, disam-
paikan diawal dan dimintakan persetujuan korban.

95. Petugas layanan kesehatan /medis dan psikologi yang akan memberikan layanan su-
dah memiliki pengetahuan dan perspektif tentang HIV AIDS.

96. Petugas layanan kesehatan /medis dan psikologi dapat menanyakan pengobatan /tera-
pi ARV dan apabila PDHA korban kekerasan belum memulai terapi ARV, maka petugas
layanan kesehatan tersebut harus berkoordinasi dan merujuk kepada petugas layanan
kesehatan/medis lainnya yang bertanggungjawab terhadap layanan HIV AIDS atau ke
fasilitas kesehatan lainnya yang menyediakan layanan tersebut. Dan apabila PDHA kor-
ban kekerasan sudah melakukan terapi ARV, petugas layanan kesehatan /medis dapat
mengingatkannya terkait dengan tanggungjawab meminum obat ARV.

97. Petugas layanan kesehatan /medis dan psikologi harus memiliki pengetahuan tentang
jejaring lembaga layanan yang terkait dengan pencegahan, pengobatan (terutama tera-
pi ARV), perawatan dan dukungan berkaitan dengan HIV AIDS.

98. Petugas layanan kesehatan /medis dan psikologi dilarang menggali informasi-informasi
pribadi atau sebab-sebab yang menjadikan korban terpapar HIV yang sama sekali tidak
terkait dengan penanganan kasus dan hak-hak khusus PDHA korban kekerasan.

99. Dalam hal rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang dirujuk untuk memberikan layanan
medis dan psikologi kepada PDHA korban kekerasan memiliki unit khusus pelayanan
HIV AIDS, maka petugas layanan medis dan psikologi untuk penanganan perempuan
korban kekerasan harus berkoordinasi dengan unit pelayanan HIV AIDS yang ada di ru-
mah sakit atau fasilitas kesehatan tersebut agar PDHA mendapatkan pelayanan pence-
gahan, pengobatan, perawatan dan dukungan HIV AIDS yang dibutuhkannya.

100.Dalam hal PDHA korban kekerasan membutuhkan perawatan inap, maka petugas
layanan medis harus menjaga dan melindugi keberlanjutan layanan HIV AIDS yang se-
dang dijalani atau dibutuhkan korban serta dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.

101.Dalam hal PDHA korban kekerasan sedang hamil atau memiliki Balita, maka petugas
layanan medis dan psikologi berkoordinasi dengan program pencegahan HIV dari ibu
kepada anak (PPIA) Dinas Kesehatan atau pihak terkait lainnya.

102. Petugas layanan kesehatan /medis wajib menanyakan kepada PDHA korban kekerasan
tentang diet makanan tertentu yang sedang dijalani korban atau alergi obat tertentu.
103. Seluruh layanan kesehatan /medis dan psikologi untuk PDHA korban kekerasan terma-
suk layanan HIV AIDS harus diberikan berdasarkan persetujuan tertulis dengan didahu-

lui informasi terkait yang cukup dengan bahasa yang dipahami korban.

104. Dalam hal pelayanan kesehatan /medis dan psikologi dilakukan dalam masa pandemi covid-19,
petugas layanan medis dan psikologi wajib menerapkan protokol kesehatan dan memfasilitasi
sarana bagi PDHA korban kekerasan agar dapat memenuhi protokol kesehatan tersebut.
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105. Apabila dalam masa pandemi covid-19, lembaga penyedia layanan medis dan psikologi
untuk perempuan korban kekerasan menerapkan syarat tes PCR atau Swab Antigen,
maka lembaga penyedia layanan medis dan psikologi tersebut atau pemerintah /pemer-
intah daerah wajib memfasilitasi tes PCR atau Swab Antigen.

C. PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

106. Seluruh kebijakan, prosedur, persyaratan, fasiltas dan layanan rehabilitasi sosial dian-
taranya layanan dukungan kelompok, penguatan spiritual, rumah aman/shelter, rumah
penampungan sementara, pemberdayaan ekonomi, program perlindungan sosial, iden-
titas /dokumen kependudukan, keluarga alternatif, pengasuhan dan sebagainya harus
mampu melindungi PDHA korban kekerasan dari segala bentuk stigma, diskriminasi dan
kekerasan baik oleh petugas maupun oleh pihak lainnya yang terkait dalam layanan re-
habilitasi sosial.

107.Seluruh kebijakan, prosedur, persyaratan, fasiltas dan layanan rehabilitasi sosial dian-
taranya layanan dukungan kelompok, penguatan spiritual, rumah aman/shelter, rumah
penampungan sementara, pemberdayaan ekonomi, program perlindungan sosial, iden-
titas /dokumen kependudukan, keluarga alternatif, pengasuhan dan sebagainya tidak
boleh membatasi hak PDHA korban kekerasan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi
sosial yang dibutuhkannya.

108. Seluruh kebijakan, prosedur, persyaratan, fasiltas dan layanan rehabilitasi sosial dian-
taranya layanan dukungan kelompok, penguatan spiritual, rumah aman/shelter, rumah
penampungan sementara, pemberdayaan ekonomi, program perlindungan sosial, iden-
titas /dokumen kependudukan, keluarga alternatif, pengasuhan dan sebagainya harus
melindungi kerahasiaan, keamanan, otonomi, dan privasi PDHA korban kekerasan ter-
masuk kerahasiaan status HIV AIDS korban.

109.Segala bentuk pengungkapan atau pemberitahuan atau informasi terkait status HIV
AIDS perempuan korban harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dan dilakukan
untuk kepentingan penanganan kasus dan perlindungan hak-hak khusus PDHA. (tarus
Semua layanan)

110. Segala biaya layanan rehabilitasi sosial yang akan dibebankan kepada PDHA korban
kekerasan harus terjangkau sesuai kemampuan ekonomi korban, disampaikan diawal
dan dimintakan persetujuan korban.

111. Petugas layanan rehabilitasi sosial memiliki pengetahuan dan perspektif tentang HIV
AIDS.

112. Petugas/pengelola rumah aman atau shelter atau rumah penampungan sementara atau
lembaga pengasuhan harus menanyakan dan memastikan keberlanjutan pengobatan
lterapi ARV. Petugas dapat menanyakan pengobatan /terapi ARV dan apabila PDHA
korban kekerasan belum memulai terapi ARV, maka petugas /pengelola tersebut harus
berkoordinasi dan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan
pengobatan ARV. Dan apabila PDHA korban kekerasan sudah melakukan terapi ARV,
petugas/pengelola tersebut dapat mengingatkannya terkait dengan tanggungjawab
meminum obat ARV.

113. Petugas rehabilitasi sosial terutama rumah aman atau shelter atau rumah penampun-
gan sementara atau lembaga pengasuhan harus memiliki pengetahuan tentang jejaring
lembaga layanan yang terkait dengan pencegahan, pengobatan (terutama terapi ARV),
perawatan dan dukungan berkaitan dengan HIV AIDS.

114. Petugas layanan rehabilitasi sosial dan psikologi dilarang menggali informasi-informasi
pribadi atau sebab-sebab yang menjadikan korban terpapar HIV yang sama sekali tidak
terkait dengan penanganan kasus dan hak-hak khusus PDHA korban kekerasan.
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115. Dalam hal korban membutuhkan layanan pencegahan, pengobatan, perawatan dan
dukungan HIV AIDS, petugas rumah aman atau shelter atau rumah penampungan se-
mentara atau lembaga pengasuhan harus melakukan koordinasi dan rujukan kepada
lembaga layanan yang memberikan layanan HIV AIDS.

116. Dalam hal PDHA korban kekerasan sedang hamil atau memiliki Balita, maka petugas
layanan rumah aman atau shelter atau rumah penampungan sementara atau lemba-
ga pengasuhan harus berkoordinasi dengan program pencegahan HIV dari ibu kepada
anak (PPIA) Dinas Kesehatan atau RSUD atau pihak terkait lainnya.

117. Petugas /pengelola layanan rumah aman atau shelter atau rumah penampungan se-
mentara atau lembaga pengasuhan wajib menanyakan dan memperhatikan kebutuhan
diet makanan tertentu yang sedang dijalani PDHA korban kekerasan atau adaya alergi
obat tertentu.

118. Petugas /pengelola layanan rumah aman atau shelter atau rumah penampungan se-
mentara atau lembaga pengasuhan wajib memfasilitasi hak PDHA korban kekerasan
;(i) untuk berkomunikasi dengan keluarga /kerabat, sahabat/teman, komunitas dan/atau
dokter pribadi; (ii) ketersediaan asupan makanan, gizi selama berada di rumah aman
atau shlelter atau rumah penampungan sementara atau lembaga pengasuhan; (iii) ket-
ersediaan obat terutama obat terapi ARV serta konsultasi dengan dokter yang meng-
etahui riwayat kesehatan korban; dan (iv) akases untuk dukungan dari peer support /
kelompok dukungan sosial.

119. Seluruh layanan rehabilitasi sosial untuk PDHA korban kekerasan termasuk layanan
HIV AIDS harus diberikan berdasarkan persetujuan tertulis dengan didahului informasi
terkait yang cukup dengan bahasa yang dipahami korban.

120.Dalam hal layanan rehabilitasi sosial terutama layanan rumah aman atau shelter atau
rumah penampungan sementara atau lembaga pengasuhan dilakukan dalam masa pan-
demi covid-19, petugas wajib menerapkan protokol kesehatan dan memfasilitasi sarana
bagi PDHA korban kekerasan agar dapat memenuhi protokol kesehatan tersebut.

121.Apabila dalam masa pandemi covid-19, layanan rehabilitasi sosial khususnya layanan
rumah aman atau shelter atau rumah penampungan sementara atau lembaga pengasu-
han menerapkan syarat tes PCR atau Swab Antigen, maka pengelola rumah aman atau
shelter atau rumah penampungan sementara atau lembaga pengasuhan atau pemerin-
tah /pemerintah daerah wajib memfasilitasi tes PCR atau Swab Antigen.

D. PELAYANAN BANTUAN DAN PENEGAKAN HUKUM

122.Seluruh kebijakan, prosedur, persyaratan, fasiltas dan layanan bantuan dan penegakan
hukum harus mampu melindungi PDHA korban kekerasan dari segala bentuk stigma,
diskriminasi dan kekerasan baik oleh petugas maupun oleh pihak lainnya yang terkait
dalam layanan bantuan hukum dan penegakan hukum.

123.Seluruh kebijakan, prosedur, persyaratan, fasiltas dan layanan bantuan dan penega-
kan hukum tidak boleh membatasi hak PDHA korban kekerasan untuk mendapatkan
layanan bantuan hukum dan penegakan hukum.

124.Seluruh kebijakan, prosedur, persyaratan, fasiltas dan layanan bantuan dan penegakan
hukum harus melindungi kerahasiaan, keamanan, otonomi, dan privasi PDHA korban
kekerasan termasuk kerahasiaan status HIV AIDS korban.

125.Segala bentuk pengungkapan atau pemberitahuan atau informasi terkait status HIV
AIDS perempuan korban harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dan dilakukan
untuk kepentingan penanganan kasus dan perlindungan hak-hak khusus PDHA.

126.Segala biaya layanan bantuan hukum yang akan dibebankan kepada PDHA korban ke-
kerasan harus terjangkau sesuai kemampuan ekonomi korban, disampaikan diawal dan
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dimintakan persetujuan korban.

127.Petugas layanan bantuan dan/atau aparat penegak hukum harus memiliki pengetahuan
dan perspektif tentang HIV AIDS.

128.Petugas layanan bantuan dan aparat penegak hukum dapat menanyakan pengobatan /
terapi ARV dan apabila PDHA korban kekerasan belum memulai terapi ARV, maka petu-
gas layanan bantuan dan/atau aparat penegak hukum harus berkoordinasi dan melaku-
kan rujukan ke fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan pengobatan ARV. Dan
apabila PDHA korban kekerasan sudah melakukan terapi ARV, petugas bantuan hukum
dan/atau aparat penegak hukum dapat mengingatkannya terkait dengan tanggungjawab
meminum obat ARV.

129.Petugas layanan bantuan dan penegakan hukum harus memiliki pengetahuan tentang
jejaring lembaga layanan yang terkait dengan pencegahan, pengobatan (terutama tera-
pi ARV), perawatan dan dukungan berkaitan dengan HIV AIDS.

130.Petugas layanan bantuan dan penegakan hukum dilarang menggali informasi-informasi
pribadi atau sebab-sebab yang menjadikan korban terpapar HIV yang sama sekali tidak
terkait dengan penanganan kasus dan hak-hak khusus PDHA korban kekerasan.

131.Selama dalam layanan bantuan dan penegakan hukum baik konsultasi, pengaduan /
pelaporan di kepolisian, pemeriksaan di kepolisian, dan pemeriksaan dipersidangan
di pengadilan maka pendamping, atau paralegal, atau pengacara/advokat, atau polisi,
atau penyidik atau jaksa atau wajib memberi kesempatan kepada PDHA korban ke-
kerasan untuk beristirahat, berkonsultasi dengan petugas medisnya, dan menjalankan
pengobatan atau perawatan yang terkait HIV AIDS.

132.Seluruh pihak-pihak yang terkait dalam layanan bantuan hukum dan penegakan hukum
wajib melindungi kerahasiaan status HIV AIDS korban terutama dalam pemeriksaan di
persidangan di pengadilan, kecuali untuk kepentingan pembelaan hak-hak hukum kor-
ban serta dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis PDHA korban kekerasan.

133.Seluruh layanan bantuan hukum dan penegakan hukum harus diberikan berdasarkan
persetujuan tertulis dengan didahului informasi terkait yang cukup dengan bahasa yang
dipahami korban.

134.Dalam hal pelayanan bantuan hukum dan penegakan hukum dilakukan dalam masa
pandemi covid-19, petugas layanan bantuan hukum dan penegakan hukum wajib me-
nerapkan protokol kesehatan dan memfasilitasi sarana bagi PDHA korban kekerasan
agar dapat memenuhi protokol kesehatan tersebut.

135.Apabila dalam masa pandemi covid-19, lembaga penyedia layanan dan lembaga
peradilan atau lembaga penegak hukum menerapkan syarat tes PCR atau Swab An-
tigen, maka lembaga penyedia layanan atau lembaga penegak hukum atau lembaga
peradilan atau pemerintah /pemerintah daerah waijib memfasilitasi tes PCR atau Swab
Antigen.

E. PELAYANAN PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL

136.Seluruh kebijakan, prosedur, persyaratan, fasiltas dan layanan pemulangan dan rein-
tegrasi sosial harus mampu melindungi PDHA korban kekerasan dari segala bentuk
stigma, diskriminasi dan kekerasan baik oleh petugas maupun oleh pihak lainnya yang
terkait dalam layanan rehabilitasi sosial.

137.Seluruh kebijakan, prosedur, persyaratan, fasiltas dan layanan pemulangan dan rein-
tegrasi sosial rehabilitasi sosial diantaranya tidak boleh membatasi hak PDHA korban
kekerasan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial yang dibutuhkannya.

138.Seluruh kebijakan, prosedur, persyaratan, fasiltas dan layanan pemulangan dan rein-
tegrasi sosial harus melindungi kerahasiaan, keamanan, otonomi, dan privasi PDHA
korban kekerasan termasuk kerahasiaan status HIV AIDS korban.
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139.Segala bentuk pengungkapan atau pemberitahuan atau informasi terkait status HIV
AIDS perempuan korban harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dan dilakukan
untuk kepentingan penanganan kasus dan perlindungan hak-hak khusus PDHA.

140.Segala biaya layanan pemulangan dan reintegrasi sosial kepada PDHA korban ke-
kerasan harus terjangkau sesuai kemampuan ekonomi korban, disampaikan diawal dan
dimintakan persetujuan korban.

141.Petugas layanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk PDHA korban kekerasan ha-
rus memiliki pengetahuan dan perspektif tentang HIV AIDS.

142.Petugas pemulangan dan reintegrasi sosial harus memastikan keberlanjutan pengo-
batan /terapi ARV. Petugas pemulangan dan reintegrasi sosial dapat menanyakan pen-
gobatan /terapi ARV dan apabila PDHA korban kekerasan belum memulai terapi ARV,
maka petugas pemulangan dan reintegrasi sosial berkoordinasi dan melakukan rujukan
ke fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan pengobatan ARV. Dan apabila PDHA
korban kekerasan sudah melakukan terapi ARV, petugas pemulangan dan reintegrasi
sosial dapat mengingatkannya terkait dengan tanggungjawab meminum obat ARV.

143. dan apabila PDHA korban kekerasan belum minum obat ARV, petugas dapat mem-
persilahkan PDHA untuk minum obat ARV.

144.Petugas pemulangan dan reintegrasi sosial harus memiliki pengetahuan tentang jejaring
lembaga layanan yang terkait dengan pencegahan, pengobatan (terutama terapi ARV),
perawatan dan dukungan berkaitan dengan HIV AIDS untuk kepentingan koordinasasi
dan rujukan layanan HIV AIDS.

145.Petugas layanan pemulangan dan reintegrasi sosial dilarang menggali informasi-infor-
masi pribadi atau sebab-sebab yang menjadikan korban terpapar HIV yang sama sekali
tidak terkait dengan penanganan kasus dan hak-hak khusus PDHA korban kekerasan.

146.Dalam hal korban membutuhkan layanan pencegahan, pengobatan, perawatan dan
dukungan HIV AIDS, khususnya pengobatan /terapi ARV maka petugas layanan pemu-
langan dan reintegrasi sosial harus melakukan koordinasi dan rujukan kepada lembaga
layanan HIV AIDS yang dibutuhkan PDHA korban kekerasan.

147.Dalam hal PDHA korban kekerasan sedang hamil atau memiliki Balita, maka petugas
layanan pemulangan dan reintegrasi sosial harus berkoordinasi dengan program pence-
gahan HIV dari ibu kepada anak (PPIA) Dinas Kesehatan atau RSUD atau pihak terkait
lainnya.

148.Petugas layanan pemulangan dan reintegrasi sosial wajib menanyakan dan memper-
hatikan kebutuhan diet makanan tertentu yang sedang dijalani PDHA korban kekerasan
atau adaya alergi obat tertentu.

149. Petugas /pengelola layanan pemulangan dan reintegrasi sosial wajib memfasilitasi hak
PDHA korban kekerasan ;(i) untuk berkomunikasi dengan keluarga /kerabat, sahabat/
teman, komunitas dan/atau dokter pribadi; (ii) ketersediaan asupan makanan dan gizi
dalam layanan pemulangan dan reintegrasi sosial; (iii) ketersediaan obat terutama obat
terapi ARV serta konsultasi dengan dokter yang mengetahui riwayat kesehatan korban;
dan (iv) akses untuk dukungan dari pendukung sebaya /kelompok dukungan.

150. Seluruh layanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk PDHA korban kekerasan ter-
masuk layanan HIV AIDS harus diberikan berdasarkan persetujuan tertulis dengan dida-
hului informasi terkait yang cukup dengan bahasa yang dipahami korban.

151.Dalam hal pemulangan dan reintegrasi sosial dilakukan dalam masa pandemi covid-19,
petugas wajib menerapkan protokol kesehatan dan memfasilitasi sarana bagi PDHA
korban kekerasan agar dapat memenuhi protokol kesehatan tersebut.

152. Apabila dalam masa pandemi covid-19, layanan pemulangan dan reintegrasi sosial me-
nerapkan syarat tes PCR atau Swab Antigen, maka lembaga penyedia layanan atau
pemerintah /pemerintah daerah wajib memfasilitasi tes PCR atau Swab Antigen.
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F. LAYANAN RUJUKAN

153.Kebijakan dan prosedur rujukan penanganan kasus PDHA korban kekerasan tidak
boleh membatasi, mengurangi dan menghilangkan hak-hak dan kebebasan fundamen-
tal PDHA terutama hak atas layanan kesehatan fisik dan mental terkait HIV/AIDS, kes-
ehatan reproduksi dan seksual berdasar standar tertiggi yang dapat dicapai serta hak
atas perlindungan keamanan dan program perlindungan sosial.

154.Rujukan dilakukan untuk mengupayakan agar PDHA korban kekerasan mendapatkan
semua layanan yang dibutuhkan, baik layanan yang terkait dengan kekerasan berbasis
gender, maupun layanan kesehatan fisik dan mental yang terkait dengan HIV/AIDS,
kesehatan reproduksi dan seksual, seperti konseling, pencegahan, pengobatan, per-
awatan medis dan psikososial.

155. Rujukan layanan PDHA korban kekerasan harus dilakukan berdasarkan keputusan kor-
ban melalui persetujuan secara tertulis (informed concern) secara sukarela, kecuali da-
lam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dilakukan persetujuan ini dengan tetap
mempertimbangkan kepentingan terbaik, diantaranya dalam kondisi kegawatdaruratan.

156.Semua kebijakan, layanan, prosedur, fasilitas, petugas dan langkah-langkah rujukan
baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut rujukan harus melindun-
gi otonomi, privasi dan kerahasiaan PDHA korban kekerasan, baik kerahasiaan yang
terkait dengan identitas, domisili, kasus kekerasan dan statusnya sebagai orang yang
hidup dengan HIV AIDS, kecuali untuk kepentingan penanganan dan dilakukan atas
persetujuan tertulis PDHA korban kekerasan melalui informe concern.

157.Semua kebijakan, layanan, prosedur, fasilitas, petugas dan langkah-langkah rujukan
baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut rujukan harus melindungi
PDHA korban kekerasan dari segala bentuk stigma, pelecehan, kekerasan, diskrimina-
si, perlakukan atau penghukuman kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat
PDHA korban kekerasan.

158.Segala bentuk pengungkapan atau pemberitahuan atau informasi terkait status HIV
AIDS perempuan korban harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dan dilakukan
untuk kepentingan penanganan kasus dan perlindungan hak-hak khusus PDHA.

159. Sebelum melakukan rujukan atau pada tahap persiapan rujukan, lembaga layanan ang-
gota FPL harus memastikan antara lain ;

a. Lembaga layanan calon /yang akan menerima rujukan memiliki ketersediaan (avail-
ability) layanan yang dibutuhkan oleh PDHA korban kekerasan.

b. Layanan yang dibutuhkan PDHA korban kekerasan tersebut dapat diakses (accessibil-
ity) secara mudah dan aman oleh lembaga layanan anggota FPL dan/atau PDHA kor-
ban kekerasan, termasuk keterjangkauan fisik (jarak dan keamananan) dan ekonomi
(biaya) jika lembaga calon penerima rujukan memiliki kebijakan penarikan biaya atas
layanan yang dibutuhkan PDHA korban kekerasan.

c. Kebijakan, layanan, prosedur, fasilitas /sarana dan prasarana serta petugas /pen-
damping di lembaga layanan calon penerima rujukan sudah memiliki kepekaan /
sinsitifitas gender (perspektif gender), kepekaan terhadap kebutuhan khusus PDHA
(perspektif ODHIV) dan sesuai dengan prinsip-prinsip, norma dan standart hak asasi
manusia (acceptability).

d. Kebijakan, layanan, prosedur, fasilitas /sarana dan prasarana lembaga layanan calon
penerima rujukan sudah menjamin dan melindungi PDHA korban kekerasan dari se-
gala bentuk stigma, pelecehan, kekerasan, diskriminasi, perlakukan atau penghuku-
man kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat PDHA korban kekerasan.

e. Kebijakan, layanan, prosedur, fasilitas /sarana dan prasarana serta petugas /pen-
damping di lembaga layanan calon penerima rujukan sudah menerapkan atau mem-
berikan perlindungan privasi, otonomi dan kerahasiaan baik kerahasiaan yang terkait
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dengan identitas, domisili, kasus dan statusnya sebagai orang yang hidup dengan
HIV AIDS.

160.Semua kebijakan, layanan, prosedur, fasilitas, petugas dan langkah-langkah rujukan
baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut rujukan harus dapat melind-
ungi dan memenuhi kebutuhan khusus PDHA korban kekerasan terutamanya kebutu-
han pencegahan, perawatan dan pengobatan medis tepat waktu serta dukungan ter-
masuk kebutuhan makanan, gizi dan diet untuk keperluan pengobatan dan perawatan
medis terkait HIV/AIDS, komunikasi dengan dokter pribadi serta pengingat/pendamping
minum obat.

161.Jika terdapat kebijakan dari lembaga calon penerima rujukan mengenai wajib tes ulang
HIV/AIDS atau infeksi menular seksual (IMS) atau penyakit penyerta seperti tubercu-
losis (TBC) dan hepatitis, maka harus tetap dilakukan berdasarkan kesukarelaan dan
persetujuan tertulis PDHA korban kekerasan.

162.Semua kebijakan, layanan, prosedur, fasilitas, petugas dan langkah-langkah rujukan
baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut rujukan harus dapat melind-
ungi keamanan dan keselamatan PDHA korban kekerasan, pendamping dan lembaga
layanan perujuk dan penerima rujukan dari segala bentuk kekerasan dan ancaman ter-
masuk penanganan dan dukungan lembaga jika terjadi ancaman dan kekerasan. Trans-
portasi, akomodasi, koordinasi dan komunikasi dalam tahap persiapan, pelaksanaan
dan tindak lanjut rujukan harus memperhatikan perlindungan keamanan dan kesela-
matan ini.

163.Mengembangkan dan memastikan dokumen penanganan kasus di lembaga perujuk
memberikan informasi atau data-data yang dibutuhkan lembaga penerima rujukan un-
tuk tindak lanjut pemberian layanan yang dibutuhkan PDHA korban kekerasan berbasis
gender serta menjamin akses data dan informasi antar lembaga perujuk dengan lem-
baga penerima rujukan tersebut tidak merusak atau melanggar prinsip perlindungan
kerahasiaan dan privasi PDHA korban kekerasan.

164.Memonitoring dan memastikan layanan khusus terkait pencegahan, pengobatan dan
perawatan medis HIV AIDS, konseling HIV AIDS serta dukungan sosial tetap didapatkan
PDHA korban kekerasan pada tahap tindak lanjut rujukan atau setelah rujukan (keber-
lanjutan layanan khusus PDHA).

165. Semua pihak dan para petugas yang terlibat dalam persiapan, pelaksanaan dan tindak
lanjut rujukan sudah terlatih sehingga memiliki kepekaan /sinsitifitas gender dan kepe-
kaan terhadap kebutuhan khusus PDHA), serta memiliki kemampuan melalukan rujukan
penanganan kasus kekerasan yang menghormati dan melidungi hak-hak PDHA korban
kekerasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip, norma dan standart hak asasi manusia.

G. PENCATATAN PENANGANAN PDHA KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

166.Semua kebijakan, prosedur, fasilitas, sarana prasarana, formulir dan teknologi untuk
pencatatan penanganan kasus harus melindungi privasi, kerahasiaan, dan keamanan
PDHA korban kekerasan, terutama yang terkait dengan data identitas diri, domisili, ka-
sus kekerasan dan statusnya sebagai orang yang hidup dengan HIV AIDS.

167.Semua kebijakan, prosedur, fasilitas, sarana prasarana, formulir dan teknologi untuk
pencatatan penanganan kasus PDHA korban kekerasan harus memasukkan informasi
mengenai status HIV AIDS korban kekerasan, dan kebutuhan khusus PDHA korban ke-
kerasan yaitu pencegahan, perawatan, dan pengobatan tepat waktu serta dukungan ter-
masuk kebutuhan makanan, gizi dan diet untuk keperluan pengobatan dan perawatan
medis terkait HIV AIDS.

168.Semua upaya dokumentasi dalam bentuk rekaman baik audio maupun video dilakukan
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harus berdasarkan persetujuan PDHA korban kekerasan.

169.Seluruh dokumen, arsip, data yang berkaitan dengan pencatatan penanganan kasus
PDHA korban kekerasan disimpan dalam tempat yang aman dari pencurian, kerusakan,
kebakaran, banjir, dan sebagainya.

170.Seluruh dokumen, arsip, data yang berkaitan dengan pencatatan penanganan kasus
PDHA korban kekerasan hanya dapat diakses oleh petugas atau staf tertentu yang
diberikan kewenangan lembaga.

171.Segala bentuk publikasi yang berkaitan dengan data hasil pencatatan penanganan ka-
sus adalah data agregasi yang tidak menuliskan nama, alamat, tempat tinggal, tempat
bekerja, tempat sekolah /pendidikannya dan informasi lainnya yang dapat mengarahkan
terungkapnya identidas dan status HIV PDHA korban kekerasan.

172.Hasil pencatatan penanganan kasus PDHA korban kekerasan dapat dipergunakan un-
tuk koordinasi pelayanan, rujukan, pengendalian layananadvokasi kebijakan, pendidikan
dan kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender terhadap PDHA.

173.Petugas yang terkait dengan penanganan kasus PDHA korban kekerasan terlebih dahu-
lu diberikan pelatihan tentang prosedur pencatatan penanganan kasus yang melindungi
kerahasiaan, keamanan, dan privasi PDHA korban kekerasan.
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